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PENTINGNYA KEAMANAN PANGAN





• Jaminan bahwa pangan tidak akan
menyebabkan bahaya terhadap konsumen
bila disiapkan dan atau dimakan sesuai
maksud penggunaannya (Codex 1997)

(Food Safety)

maksud penggunaannya (Codex 1997)

• Semua kondisi dan tindakan yang diperlukan
selama produksi -prosesing –penyimpanan-
distribusi dan penyiapan makanan sehingga
ketika dimakan tidak menyebabkan resiko
kesehatan (Joint FAO/WHO Expert Committee of Food Safety)



• Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan
cemaran biologis , kimia , dan benda lain 

(Food Safety)

cemaran biologis , kimia , dan benda lain 
yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia.

(UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan )



• Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang  cukup baik jumlah maupun

(Food Security)

pangan yang  cukup baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata dan terjangkau

(UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan )



• Nilai yang ditentukan atas dasar kriteria
keamanan pangan, kandungan gizi, dan
standar perdagangan terhadap bahan

(Food Quality)

standar perdagangan terhadap bahan
makanan, makanan dan minuman

(UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan )



Kenapa Penting?

• Melindungi Kesehatan manusia
Governments Are Responsible For 
Maintaining Health of Their Nation

• Menjaga Reputasi• Menjaga Reputasi
A Country Cannot Trade Internationally 
Without Having A Reputation For Good 
Regulations.



Keamanan Pangan: ISU GLOBAL



Memperoleh makanan yang 

cukup, bergizi dan aman adalah 

hak setiap manusiahak setiap manusia
(FAO/WHO International Conference on Nutrition: 

World Declaration on Nutrition, 1992).



• PUTARAN URUGUAY 1994� WTO
SPS Agreement : keamanan pangan kesehatan hewan dan 
tanaman, kelestaraian lingkungan
TBT Agreement: standar kualitas

• PERSYARATAN KETAT NEGARA-NEGARA TUJUAN 
EKSPOR

Keamanan Pangan
TUNTUTAN GLOBALISASI

EKSPOR
– UNI EROPA: HACCP, EUREPGAP, MRL pestisida, obat, hormon, 

antibiotik
– USA :  HACCP, BIOTERORISM  ACT 2003

– Australia : HACCP dan SQF 2000/1 (2004)
– MALAYSIA : MALAYSIA BEST� EUREPGAP

• TUNTUTAN KONSUMEN MODERN YANG BERUBAH
• Di INDONESIA: Amanat UUD 45, UU No7/1996, UU No 

8/1999 dan peraturan lainnya



Mengkonsumsi Makanan yang Aman, 
Bermutu, Bergizi dan Berimbang (ABThree) 

adalah penting untuk membangun SDM 
Indonesia yang sehat dan berkualitas 



KETERKAITAN KEAMANAN PANGAN 
DENGAN GIZI DAN KESEHATAN
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• Deklarasi Roma (1992): 
keamanan pangan komponen 
penting dari ketahanan pangan 

• Deklarasi Alma Ata (1978): 

Keamanan pangan mempunyai keterkaitan yang 
penting dengan ketahanan pagan, gizi , 
kesehatan

• Deklarasi Alma Ata (1978): 
keamanan pangan merupakan 
komponen esensial dari Primary 
Health Care.

• Komponen penting kesehatan 
dan mempunyai peranan dalam 
menurunkan angka kesakitan dan 
angka kematian.



Pathogens

Abdominal discomfort
Electrolyte imbalance

Fever
VomitingWater Food intake

Keterkaitan Keamanan Pangan

dengan Gizi
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• Selama perkembangan janin dan 
tahun pertama kehidupan, bayi 
kurang mampu untuk 
mendetoksifikasi kebanyakan 
pestisida dan rentan terhadap racun 

Pestisida dalam Pangan dan Dampaknya
terhadap Kesehatan Manusia

pestisida dan rentan terhadap racun 
yang mengganggu perkembangan 
terutama neurotoksin, dimana otak 
dan sistem syaraf terus berkembang 
sampai usia 12 tahun (NRC 1993; 
Eskenazi et al., 1999).



• Paparan selama kehamilan meningkatkan 
risiko leukimia pada anak-anak untuk 
berkembangnya leukemia (Ma et al 2002). 

• Paparan selama perkembangan janin 
meningkatkan resiko Non-Hodgkin’s lymphoma, 
dengan odds ratios 9.6 untuk Burkitt lymphoma 

Pestisida dalam Pangan dan Dampaknya
terhadap Kesehatan Manusia

dengan odds ratios 9.6 untuk Burkitt lymphoma 
(Buckley et al., 2000).

• Paparan tiga bulan sebelum konsepsi dan 
selama kehamilan meningkatkan resiko 
keguguran spontan (Arbuckle et al., 2001).



• Ada kaitan antara paparan pestisida yang  digunakan 
pada kebun anggur dengan efek kognitif yang 
menyimpang jangka panjang (Baldi et al., 2001)

• Anak-anak yang terpapar pestisida mempunyai 
stamina  dan tingkat perhatian yang kurang, memori 
dan koordinasi tangan-mata yang terganggu, dan 
semakin besar kesulitan dalam membuat gambar 

Pestisida dalam Pangan dan Dampaknya
terhadap Kesehatan Manusia

semakin besar kesulitan dalam membuat gambar 
garis sederhana  (Guillette et al., 1998).

• organophospate (OP) ini menyerang replikasi dan 
diffrensiasi sel syaraf dan fungsi dari sel glial (Qiao et 
al., 2002). 

• paparan terhadap OP selama tahun tahun pertama  
kehidupan mempunyai resiko yang lebih besar 
dibanding selama perkembangan janin, walaupun 
paparan prenatal menunjukkan dapat merusak 
“architectural organization” dari daerah spesifik dalam 
otak dan perkembangan hati janin.   



• Pestisida antiandrogen 
menyebabkan “demasculinization” 
pada beberapa spesies dengan 
memblock gugus reseptor 

Pestisida dalam Pangan dan Dampaknya
terhadap Kesehatan Manusia

memblock gugus reseptor 
(receptor sites) yang diperlukan 
hormon sexual pria untuk 
menjalankan fungsi normalnya 
selama perkembangan (Baatrup 
and Junge, 2001; Gray et al., 
1999).



Kabupaten Kasargod, 
Negara Bagian Kerala, 
India 

20 tahun setelah 
penyemprotan udara

FIELD Indonesia, 2005)FIELD Indonesia, 2005)



KONDISI KEAMANAN PANGAN KONDISI KEAMANAN PANGAN 
SAAT INI
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Kejadian Keracunan yang Berhubungan

dengan Produk Segar

USA: 1990-1997 : 6 %kejadian berkaitan 

Dengan buah dan sayuran segar

USA: 1973-1979 2% 
kejadian berkaitan 
dengan buah dan sayuran 
segar Meningkatnya pola 

konsumsi ����

peningkatan 
kejadian yang 
berhub dgn buah 
dan sayuran segar



Kejadian Kesakitan Karena Produk Segar 
berdasar asal produk  : 1990-1998

tdk diketahui 
17.2%

Import  7.5%

Domestik 75.3%



• Kelompok makanan utama: minyak, produk 
susu, daging, dan unggas mengandung 
beberapa pestisida   

Kandungan Pestisida pada

Produk Segar di USA 

• Dalam produk segar dan jus yang berasal 
dari produk segar secara rutin terdapat 
lusinan pestisida pada level yang 
mempunyai risiko yang nyata.



• Hampir tiga perempat dari buah dan sayuran 
segar yang paling sering dikonsumsi anak-anak di 
AS mengandung residu pestisida dan hampir 
setengah sampel buah dan sayuran yang diuji dari 
1994-1999 mengandung dua atau lebih residu 
(Baker et al., 2002). 

• Buah dan sayuran segar berkulit lembut • Buah dan sayuran segar berkulit lembut 
cenderung mengandung residu lebih banyak 
daripada buah dan sayuran dengan kulit, 
cangkang atau lapisan yang lebih tebal.

Kandungan Pestisida pada Produk Segar ….lanjutan 2



Residu pestisida pada apel 160 contoh dari 
pedagang pengecer buah2an di Belanda

• Terdeteksi 46 pestisida
• Tidak dalam konsentrasi yang membahayakan
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• Rata2: 1,7 pestisida/contoh
• Maksimum 6 pestisida/contoh
• 3 contoh dengan pestisida yang dilarang oleh EU

(Lembaga konsumen,  March 2004)



• Mead et al (1999) dan CDC (2000): di USA: tiap 
tahun 76 juta orang mengalami keakitan, 
325.000 orang dirawat di rumah sakit, dan 5000 
kematian.  kematian.  

• Di Inggris, tiap tahunnya terjadi sekitar 4.5 juta 
kasus dengan 50-60 kematian.

• Kanada:  2.2 juta kasus tiap tahun
• Autralia: 4.2  juta kasus tiap tahun



PENELITIAN 

Sayuran segar yang biasa 
dikonsumsi mentah: selada, kubis, 
kemangi, pohpohan, tauge, kol, 
wortel, dan kacang panjang positif 

ISYANTI (2001) 
SUSILAWATI (2002), 
PAMULARSIH (2003), 
KHAERUNNISA & 
SULAEMAN (2004)   

wortel, dan kacang panjang positif 
mengandung salah satu atau 
keseluruhan mikroba patogen 
berikut: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, 
Salmonella parathypi dan Listeria



PENELITIAN 

EFFENDI (1998) 

ARVINA (1998) 

BPPP- LEMBANG 
JABAR (2004)

Hampir semua jenis 

sayuran lokal yang diuji 

mengandung residu 

pestisida dan beberapa 

diantaranya mengandung 

lebih dari satu jenis dan 

melebihi MRLJABAR (2004)

Balai Kimia Agro 
(2006)

TERHADAP 
RESIDU 
PESTISIDA BUAH 
DAN SAYURAN 

melebihi MRL

Buah-buahan impor (apel, 

anggur, dan pear) 

mengandung residu 

pestisida lebih dari satu 

jenis



Ref: Poerwanto (2005)



Di Indonesia
• Hampir tiap bulan selalu muncul berita 

keracunan makanan (FBD), namun lebih banyak 
lagi yang tidak diberitakan karena hanya lagi yang tidak diberitakan karena hanya 
menimpa individu, sehingga jarang dilaporkan

• Di Indonesia FBD tidak dianggap serius 
sehingga sangat jarang dilaporkan

• Penanganan keamanan pangan kunci 
pengurangan kejadian foodborne diseases



Jumlah KLB dan Kasus Keracunan Makanan di Indonesia 2001-2006

Tahun

Jumlah

Jumlah KLB
Jumlah yang 

makan 
Jumlah yang 

sakit
Jumlah yang 
meninggal 

2001 26 1965 1183 16

2002 43 6543 3635 102002 43 6543 3635 10

2003 34 8651 1843 12

2004 164 22297 7366 51

2005 184 23864 8949 49

2006* 62 11745 4235 10

Sumber
BPOM

* Per tanggal 23 Agustus 2006



Lain-lain, 5%

• Faktor Penyebab Keracunan Pangan di 
Indonesia
– Jenis makanan penyebab keracunan pangan

Jasa boga, 31%

Lain-lain, 5%

Jajanan, 13%

Produk Pangan 
Olahan, 20%

Makanan Produk 
Rumah Tangga, 

31%



KEBIJAKAN PEMERINTAH 
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KEBIJAKAN PEMERINTAH 
TERKAITKEAMANAN PANGAN



Apa yang Diperlukan untuk Menjamin
Keamanan Pangan di Suatu Negara  



Pro-

Food Safety
is a shared responsibility

Memfungsikan peran pemain-pemain dalam 
rantai keamanan pangan

national commitments

Govern
ment

Pro-
ducer/

industry

Con-
sumer



(1) Undang-undang (UU)
• Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah
• Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup
• Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
• Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan• Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen
• Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi

Kesepakatan Internasi-onal tentang Tindankan Sanitari dan
Fitosanitari.

• Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Convention on Biological Diversity.

• Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
• Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan.



(2) Peraturan Pemerintah (PP)
• PP No 21 tahun 2005 tenang Keamanan Hayati Produk 

Rekayasi Genetika
• PP No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan
• PP No.68 Thn 2002 Tentang Ketahanan Pangan
• PP RI No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat
• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen

• Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang 
Standarisasi Nasional

• Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang 
Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom

• Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan



(3) Keputusan Pemerintah (Keppres)
– Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

– Keputusan Presiden RI No. 62 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Peme-rintah Non 
Departemen.

– Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2001 Tentang – Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2001 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah 
Non Departemen.

– Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 tentang 
Komite Akreditasi Nasional. 



(4) Keputusan Menteri/Kepala Badan
– Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/MENKES/SK/V/2003 

tanggal 23 Mei 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi 
Jasaboga

– Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/VII/2003 
tanggal 3 Juli 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hyigiene 
Sanitasi Makanan Jajajan. 

– Keputusan Menteri Kesehatan No 1098/MENKES/SK/VII/2003 
tanggal 31 Juli 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi 
Rumah Makan dan Restoran.Rumah Makan dan Restoran.

– Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 
HK. 00.05.5.1639 Tanggal 30 April 2003 tentang Pedoman 
Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah 
Tangga (CPPB-IRT) 

– Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No: 
HK. 00.05.5.1641 tangal 30 April 2003 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga

– Dan seterusnya….



(5) Peraturan Menteri
– Peraturan Menteri Perdagangan RI No 04/M-

DAG/PER/2/2006 tentang Distri-busi dan Pengawasan 
Bahan Berbahaya

– Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
1168/Menkes/PER/X/1999 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
722/Men.Kes/Per/IX/ 1988 Tentang Bahan Tambahan 722/Men.Kes/Per/IX/ 1988 Tentang Bahan Tambahan 
Makanan

– Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor: 722/Men.Kes/Per/ IX/1988 Tentang Bahan 
Tambahan Makanan

– Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor: 826/Men.Kes/Per/ XII/1987 Tentang Makanan 
Iradiasi

– Dan seterusnya….



PASAL 3 UU NO 7 1996

PASAL 20 AYAT 2 
UU NO 7 1996

PENTINGNYA 
PENGUJIAN LAB 

TERSEDIANYA PANGAN 
YANG MEMENUHI 
PERSYARATAN 
KEAMANAN, MUTU, DAN 
GIZI BAGI KEPENTINGAN 
MANUSIA
PEMERINTAH MENETAPKAN 
PERSYARATAN SANITASI DALAM 
PROSES PRODUKSI, 

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

PASAL 37 UU NO 7 1996

PENGUJIAN LAB 
SEBELUM 
PEREDARAN

PROSES PRODUKSI, 
PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN 
DAN PEREDARAN PANGAN

PENTINGNYA PENGAWASAN 
TERHADAP PRODUK YANG 
MASUKTANGGUNGJAWAB MORAL 

PEMERINTAH UNTUK MENJAMIN 
KEAMANAN PANGAN MASYARAKAT

UU NO 8 1999

Hak dasar warga negara yang dijamin oleh 
pasal 28 UUD 45 yang diamandemen

PASAL 36 UU NO 7 1996



Tuntutan Jaminan Keamanan Pangan

• UU No 7 tahun 1996, PP No 28/2004, PP No 
69/1999 menuntut produk pangan yang dijual 
atau diedarkan ke masyarakat harus memenuhi 
syarat mutu dan keamanan termasuk aspek gizi 
dan pelabelan.   dan pelabelan.   

• Untuk mencapai hal tersebut, dipersyaratkan 
pangan yang dijual/diedarkan harus dihasilkan 
dari proses yang telah menerapkan “best 
practices” dalam rantai pangannya mulai dari 
produksi sampai ke tingkat eceran.  



Setiap orang dilarang mengedarkan:
a. pangan yang mengandung bahan-bahan beracun, 

berbahaya, atau yang dapat merugikan atau 
membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; 

b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui 

Pasal 21 UU No 7 1996
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b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan;

c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan 
dalam kegiatan atau proses produksi pangan, 

d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, 
terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang 
berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan 
pangan tidak layak dikonsumsi manusia dan 

e. pangan yang sudah kadaluwarsa.



• PENERAPAN BEST PRACTICES SEBAGAI 
PERSYARATAN DASAR (PRP) TERUTAMA SANITASI 
DAN HIGIENE DALAM SELURUH RANTAI PANGAN 
SEGARSEGAR
– GAP, GMP/GHP, GDP, GTP, GRP, GCP

• PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN 
KEAMANAN PANGAN
– HACCP, ISO 22000-2005, BRC, SQF ,ISO 9001-2008

• Adanya sistem pengawasan dan monitoring 
keamanan pangan segar



PP No 28/2004 Pasal 2 Sanitasi

(1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang 
meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan 
sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

(2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang kesehatan yang meliputi antara lain :
a. sarana dan/atau prasarana;
b. penyelenggaraan kegiatan; dan
c. orang perseorangan.



PP No 28/2004 Pasal 3 

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh 
kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara 
menerapkan pedoman cara yang baik yang 
meliputi :
a. Cara Budidaya yang Baik;a. Cara Budidaya yang Baik;
b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
f.  Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.



Apa yang Diperlukan untuk Menjamin
Keamanan Pangan di Suatu Negara  

1. Perlu adanya satu sistem penanganan mutu dan
keamanan pangan sejak masih di lahan sampai di meja
makan

2. Sistem perlu dilengkapi dengan berbagai program 
penanganan mutu dan keamanan pangan

3. Diperlukan institusi-institusi dan koordinasi untuk3. Diperlukan institusi-institusi dan koordinasi untuk
melaksanakan program penangan an keamanan pangan

4. Tersesianya sumberdaya manusia:  fasilitator, penyuluh, 
inspektor, auditor, verifikator.

5. Laboratorium lengkap dengan instrumentasinya
6. Sistem inspeksi dan surveilans
7. Modul-modul, manual, SOP, dan kebijakan teknis lainnya

untuk dapat menyediakan pangan yang AB3



Program Keamanan Pangan Apa Saja?

1. Program penyusunan kebijakan terkait penanganan mutu
dan keamananan pangan agar memenuhi PPNo 28/2004 
tentang Cara-cara Produksi yang Baik

2. Program Pembinaan kepada produsen/pihak yang erlibat
dalam seluruh supply chaindalam seluruh supply chain

3. Program Pengawasan mutu dan keamanan pangan baik
untuk produk domstik maupun produk yang msuk dari luar

4. Program  Sertifikasi dan registrasi untuk produk-produk
yang telah menerapkan best practices

5. Program Public campaign dan surveillance
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TANTANGAN DAN PERAN AHLI GIZI 
DALAM MENINGKATKAN 

KEAMANAN PANGAN



• Program keamananan pangan ditangani oleh berbagai
instansi dan sektor tanpa adanya koordinasi yang baik

• Tuntuan akan makanan yang terjamin keamanannya
dari sebagian besar masyarakat belum benar-benar
keras karena alasan ekonom

• Belum ada pedoman GRP bagi peritel dan belum ada
keharusan atau imbauan agar mereka menjual produk

• TANTANGAN

• Belum ada pedoman GRP bagi peritel dan belum ada
keharusan atau imbauan agar mereka menjual produk
yang sudah terjamin keamanannya

• Masih sangat terbatasnya inspektor dan fasilitator di
bidang keamanan pangan

• Kapabilitas laboratorium uji masih belum maksimal
• Belum ada satu national monitoring plan untuk produk-

produk segar maupun olahan



• Konsumen Berubah

• Kesadaran konsumen akan hak-
haknya terus tumbuh  

• Food safety and quality
• Environtment/green issue
• Social/ethic• Social/ethic

• Tuntutan konsumen
– „Confidence“ dalam keamanan dan 

mutu
– Hubungan mutu dan harga
– Produk-produk „Convenience“
– Safe, affordable and nutritious



• Keamanan produk
• Tampilan produk
• Persyaratan mutu lain:

– Tanggung jawab terhadap kelestarian
lingkungan dalam cara produksi

• Meningkatnya persyaratan pasar

lingkungan dalam cara produksi
– Tanggung jawab sosial

• Traceability (ketertelusuran)
���� Akibatnya muncul berbagai skema

mutu dan keamanan pangan
• Regulasi
• Standar
• Sertifikasi
• Label



• Tiap hari terdapat produk baru masuk
pasaran

• Produk baru sering dengan komposisi
baru, ingredient  baru, proses dan
teknologI baru sehingga belum terjamah

•Bermunculanya produk-produk
baru

teknologI baru sehingga belum terjamah
peraturan-peraturan

• Perlunya updating peraturan keamanan
pangan yang ada



PERAN AHLI GIZI
• Formulasi kebijakan dan standar keamanan

pangan
• Pengawasan dan surveilans keamanan

pangan
• Penyusunan dietary risk factors dari berbagai

bahan makanan sebagai guidelines memilihbahan makanan sebagai guidelines memilih
makanan yang aman dan sehat

• Sanitarian/Higiene manager atau RD di rumah
sakit, industri jasa boga, hotel dan restoran, 
pusat kebugaran, perusahaan, hypermarket

• Educating consumer/Penyuluh/Community 
worker

• Wartawan, penulis, educator



Contoh Peran Ahli Gizi di Berbagai Lembaga

• Di BPOM terdapat 10 orang alumni 
GMSK/GM
– 3 orang di Dir Standardisasi Produk Pangan
– 2 orang di Dir Surveilans $ Penyuluhan– 2 orang di Dir Surveilans $ Penyuluhan

Keamanan Pangan
– 2 orang di Dir Penilaian Keamananan Pangan
– 2 orang di Pusat Penyelidikan Obat dan

Makananan
– 1 orang di Dir Penilaian Obat Tradisional. 

Kosmetik dan Produk Komplemen



Contoh Peran Ahli Gizi di berbagai Lembaga

• Di Badan Ketahanan Pangan - Deptan
– Terdapat 7 orang alumni GMSK

• Di Ditjen Hortikultura
– Terdapat 2 orang alumni GMSK

• Di Ditjen PMKL Depkes RI
• Di Badan Ketahanan Pangan Daerah
• Di LSM seperti Lembaga Konsumen Jakarta 

• Di berbagai mass media: koran dan majalah



DIETARY RISK FACTOR 







Presentation  3.2

BEKAL YANG HARUS DISIAPKAN 
CALON AHLI GIZI



Bekal Tambahan Calon Ahli Gizi

• Peraturan dan perundang-undangan terkait
pangan

• Pengetahuan dasar di bidang mikrobiologi, 
sanitasi dan higiene makanansanitasi dan higiene makanan

• Good practices dalam rantai pangan: GAP, 
GMP, GRP, GHP, GDP, GCP.

• Pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip
HACCP, ISO 22000-2005, SQF, BRC, dsb

• Pengetahuan mengenai risk analysis, GMO dan
nutrigenomics



Keamananan Pangan Salah Satu 
Kompetensi Ahli Gizi 

• Mengingat keterkaitan antara keamanan
pangan dengan gizi yang begitu erat, ahli
gizi harus memiliki kompetensi di bidang
keamanan pangan sehingga mata ajarankeamanan pangan sehingga mata ajaran
Keamanan Pangan harus menjadi salah
satu mata ajaran major dari program studi
Ilmu Gizi



• Keamanan Pangan tidak bisa dipisahkan dari
masalah gizi dan sebaliknya

• Peran ahli gizi sangat besar dalam program 
keamanan pangan

• Peran yang dimainkan dapat mencakup• Peran yang dimainkan dapat mencakup
penyusunan aturan dan kebijakan, sebagai
edukator, pengawal ketahanan pangan, konsultan
gizi, ahli gizi di hypermaket, food service Industri, 
dan penulis.  

• Diperlukan bekal yang cukup agar ahli gizi dapat
berperan nyata dalam program keamanan
pangan



TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut: 

Prof . Ir. Ahmad Sulaeman, 
MS, Ph.D.MS, Ph.D.

Kepala Bagian Manajemen 
Makanan dan Kesehatan 
Lingkungan - Dept Gizi 
Masyarakat  – Fakultas 
Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor, Kampus 
IPB Darmaga Bogor, telp. 
0251621258, Fax 0251-
622276, HP 081574698397 
asulaema@yahoo.com

asulaema@hotmail.com

JAZAKUMULLAH KHAIRAN KATSHIRA


